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ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Dampak Maladministrasi Pengelolaan Keuangan Negara
Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Hukum Administrasi”.
Penelitian ini mengkaji dampak maladministrasi kevangan negara terhadap
kescjahteraan masyarakat ditinjau dari perspektif hukum administrasi.
Maladministrasi keuangan negara merupakan bentuk penyimpangan dalam
pengelolaan keuangan publik yang dapat mengakibatkan kerugian negara dan
berdampak langsung pada penurunan kualitas pelayanan publik serta kesejahteraan
masyarakat. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu dampak maladministrasi
keuangan negara terhadap kesejahteraan masyarakat dan bagaimana upaya yang
dapat dilakukan untuk mengurangi dampak maladministrasi keuangan negara
terhadap kesejahteraan masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah
yuridis normatif dengan pendekatan perundang- undangan dan konseptual. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa maladministrasi keuangan negara memiliki dampak
terhadap pertumbuhan ekonomi dan memunculkan kecemburuan sosial dalam
masyarakat serta hilangnya kepercayaan publik terhadap pemerintah dan
menyebabkan potensi kerugian yang lebih besar dibandingkan korupsi. Upaya yang
dapat dilakukan dengan cara peningkatan pengawasan dan penerapan standar
penerapan publik. Penelitian ini merekomendasikan penguatan mekanisme
pengawasan internal dan eksternal, peningkatan transparansi pengelolaan keuangan
negara, serta reformasi sistem administrasi kevangan negara untuk mencegah
praktik maladministrasi dan melindungi kesejahteraan masyarakat.

Kata Kunci: Hukum Administrasi, Keuangan Negara, Kesejahteraan Masyarakat
Maladministrasi, Pengawasan Keuangan.
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ABSTRACT

This Research titled "The Impact of Maladministration in State Finance on Public
Welfare from an Administrative Law Perspective,” This Research explores the
consequences of financial maladministration on public welfare within the
framework of administrative law. Maladministration in state finance refers to
deviations in public financial management that lead to state losses and directly
affect the quality of public services and societal well-being. This Research
formulates two main problems that are What are the impacts of maladministration
in state finance on public welfare and What administrative legal measures can be
taken to mitigate these effects. This research is yuridis normative legal research
with statute and konseptual approach. The result of this research find that
maladministration in state finance has a systemic impact on various aspects of
public welfare, including the deterioration of public infrastructure, hindrances in
the provision of essential services, and socio-economic disparities. From an
administrative law perspective, weaknesses in oversight and law enforcement
mechanisms contribute to the persistence of these issues. This research recommends
strengthening internal and external oversight mechanisms, increasing transparency
in financial management, and reforming the public financial administration system
to prevent maladministration and protect public welfare.

Keywords:  Administrative =~ Law, State Finance, Public Welfare,
Maladministration, Financial Oversight.
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BAB |
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Dalam setiap pelaksanaan pemerintahan, pejabat pemerintah wajib
melaksanakan berbagai fungsi, mulai dari pengaturan, pelayanan,
pembangunan, hingga perlindungan untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat." Pemerintah merupakan organisasi yang diberi kewenangan
untuk melaksanakan berbagai aktivitas guna mencapai tujuan-tujuan tersebut
dan mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan negara.
Setiap negara mempunyai kewajiban untuk menyejahterakan rakyatnya.’
Tanggung jawab utama negara adalah memastikan kesejahteraan rakyatnya
melalui pengelolaan yang efektif dan efisien.

Keuangan negara dimana meliputi seluruh hak dan kewajiban negara
dalam bentuk uang dan barang mempunyai peran penting dalam memastikan
bahwa sumber daya yang digunakan tersebut berdampak dan dikelola dengan
optimal. Keuangan negara adalah dimana segala sesuatu baik hak dan
kewajiban negara yang berbentuk uang ataupun barang yang dipergunakan
untuk memastikan bahwa sumber daya publik digunakan secara optimal demi
kemajuan bersama.

Keuangan negara memegang peranan Yyang penting dalam

menjalankan pemerintahan dan mendukung pembangunan nasional. Sebagai

! Henny Juliani, “Akibat Hukum Penyalahgunaan Wewenang Administrasi Pejabat
Pemerintahan yang Menimbulkan Kerugian Keuangan Negara,” Adminitrative Law & Governance
Journal, Vol. 2, No. 4 (2019), him. 598.

2 Arif Zunaidi, et al., Keuangan Negara, Ed. Revisi, (Bandung: Penerbit Widina Bhaki
Persada Bandung, 2021), him. 15.



sumber utama pendanaan untuk program dan kebijakan publik, pengelolaan
keuangan yang efektif dan tepat sangat menentukan keberhasilan pemerintah
dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Negara Kesatuan Republik
Indonesia dalam upaya menyelenggarakan pemerintahan negara dan
mendorong pembangunan nasional, berkomitmen untuk mewujudkan
masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera sesuai dengan nilai-nilai
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945. Komitmen ini mencerminkan upaya untuk menciptakan keadilan sosial
dan meningkatkan kualitas hidup seluruh warga negara, sehingga setiap
individu dapat berkontribusi secara optimal dalam pembangunan bangsa.?
Komitmen ini menjadi landasan dalam setiap langkah kebijakan yang
diambil, dengan tujuan akhir mencapai pemerataan kesejahteraan bagi seluruh
rakyat Indonesia.

Keberhasilan suatu negara dalam mencapai tujuan pembangunan
sangat bergantung pada bagaimana keuangan negara tersebut dikelola.
Pengelolaan keuangan negara yang efektif tidak hanya berpengaruh terhadap
stabilitas ekonomi, tetapi juga berperan penting dalam peningkatan
kesejahteraan masyarakat. Pada praktek penyelenggara pelayanan publik
kerap sekali terjadi penyimpangan yang menimbulkan kerugian pada rakyat
akibat ulah dari aparatur pemerintah pelayan publik sehingga terjadi tindakan

maladministrasi. Hal ini berpotensi menimbulkan kerugian bagi kepentingan

% Ibid., him. 20.



publik dan menghambat pencapaian tujuan pembangunan serta kesejahteraan
masyarakat, serta mengurangi upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Di Indonesia, kita memiliki lembaga yaitu Ombudsman RI yang
bertugas mengawasi pelayanan publik serta mencegah dan memberantas
maladministrasi. Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang
Ombudsman Republik Indonesia Pasal 1 ayat (3) berisi bahwa ‘“yang
dikatakan maladministrasi adalah perbuatan melawan hukum dengan
penyalahgunaan wewenang, kelalaian untuk melakukan kewajiban,
menggunakan wewenang untuk tujuan lain yang tidak diatur dalam Undang-
Undang, dan segala bentuk kelalaian dalam pelayanan publik yang
menimbulkan kerugian pada masyarakat baik kerugian materiil maupun
immateriil.” Serta Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 dalam hal ini
Presiden membentuk Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar yang bertugas
untuk memberantas praktik pungli. Oleh karena itu, pengawasan dan
pengendalian yang ketat diperlukan agar pengelolaan keuangan negara
berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditentukan.

Pembentukan Ombudsman ini dilakukan untuk memperbaiki kualitas
pelayanan publik dan juga sebagai pengawasan terhadap lembaga-lembaga
negara di Indonesia. Dalam hal penggunaan kewenangan yang tidak sesuai
tersebut, maka pejabat telah melakukan “maladministrasi” atau
“penyalahgunaan kewenangan” (detournement de pouvir).* Maladministrasi

yaitu tindakan melawan hukum dalam konteks penyelenggaraan keuangan

* Abdul Wahid, Maladministrasi Dalam Tindak Pidana Korupsi, (Makassar: Unhas Press,
2022), him. 42.



negara yang dapat merugikan masyarakat maupun negara secara langsung.’
Maladministrasi keuangan negara diwarnai dengan tindakan atau kelalaian
yang tidak sesuai dengan prosedur hukum dan prinsip tata kelola yang baik,
hal ini dapat berupa korupsi, nepotisme, penyalahgunaan anggaran, hingga
ketidakmampuan dalam mengelola dana publik secara efisien. Hal ini akan
berdampak langsung kepada masyarakat, terutama kepada kelompok yang
paling rentan secara sosial dan ekonomi.

Maladministrasi merupakan praktik yang menyimpang dari etika-etika
dan Kketentuan administrasi.® Praktik maladministrasi ini tidak hanya
menimbulkan kerugian material bagi negara, tetapi juga berdampak negatif
kepada kesejahteraan masyarakat, terutama dimana dana yang seharusnya
digunakan untuk meningkatkan layanan publik justru diselewengkan atau
dikelola secara tidak efektif. Secara sosiologis, maladministrasi dalam
keuangan negara dapat menimbulkan sebuah ketimpangan sosial yang
semakin lama akan semakin melebar. Mulai dari penyalahgunaan anggaran,
ketidaktransparanan, dan korupsi dalam pengelolaan keuangan negara
menyebabkan distribusi sumber daya menjadi tidak merata.

Maladministasi dalam keuangan negara sering kali berdasar kepada
lemahnya sistem pengawasan dan kontrol terhadap sistem keuangan, serta
rendahnya penegakan hukum. Selain itu, maladministrasi keuangan negara

juga menciptakan  ketidapercayaan publik terhadap  pemerintah.

> Andi Setiawan, “Implementasi Pencegahan Maladministrasi Pelayanan Publik Oleh
Ombudsman Republik Indonesia,” Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Vol. 2, No. 50
(2023), him. 2154.

® Ibid., him. 2160.



Ketidakpercayaan ini semakin memperburuk kondisi sosial dan ekonomi,
karena masyarakat menjadi ragu terhadap program-program pemerintah,
bahkan terhadap inisiatif yang sebenarnya bertujuan baik sekalipun. Berbagai
bentuk tindakan yang tergolong dalam kategori maladministrasi
menyebabkan hilangnya kepercayaan publik terhadap pemerintah sebagai
penyelenggara layanan.” Pada Tahun 2023, Ketua Ombudsman RI yaitu
Mokhammad Najis dalam acara Peluncuran Laporan Tahunan Ombudsman
RI Tahun 2023 menyatakan “Berdasarkan hasil pemeriksaan laporan
masyarakat terhadap adanya dugaan maladministrasi telah ditemukan dan
dibuktikan adanya maladministrasi sebanyak 40,38%.®

Di indonesia, semakin banyak dugaan maladministrasi dalam
pelayanan publik yang terjadi. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor,
termasuk rendahnya kesadaran masyarakat, maraknya pungutan liar,
penundaan yang berlarut-larut. Selain itu, dimulai juga dari perilaku pejabat
pemerintahan yang cenderung tidak melayani namun sebaliknya meminta
untuk dilayani dengan cara yang tidak semestinya, menciptakan kondisi
pemerintahan yang tidak ideal.

Ombudsman Republik Indonesia sendiri telah menemukan dan
menyimpulkan terjadi maladministrasi dalam tata kelola bantuan sosial
Program Keluarga Harapan (PHK Bansos) yang yang diselenggarakan oleh

Kementerian Sosial dan Himpunan Bank Negara (Himbara) pada tahun 2024

" LAPORAN PU-DIPA FH-2021.pdf (unila.ac.id), diakses pada tanggal 21 Agustus 2024

® Faustinus Nua, “3.415 Kasus Maladministrasi Di 2023,”Mediaindonesia.com, 14 Maret
2024, tersedia pada 3.415 Kasus Maladministrasi di 2023 (mediaindonesia.com) , diakses pada
tanggsal 25 oktober 2024
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bertujuan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat. Program ini dirancang
untuk membantu keluarga kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan dasar
mereka, dan diharapkan dapat berkontribusi pada pengurangan angka
kemiskinan di Indonesia. Pemberian bantuan sosial dinyatakan tidak tepat
sasaran dan tidak dilakukan sesuai wewenang. Dari penelitian yang dilakukan
ombudsman, telah terjadi tindakan maaladministrasi sejak awal pengusulan
projek, verivikasi, pengisian data, penyaluran bantuan, hingga pertangging
jawaban sehingga data penerima Bansos PKH dapat dimanipulasi.

Pada kasus ini, ombudsman menyebutkan ada permainan data dan
terjadi politisasi bansos untuk kepentingan-kepentingan perorangan.’
Ombudsman pun memberikan usulan agar Kementrian Sosial dalam hal ini
dapat bekerja sama dengan Kementrian Dalam Negeri agar pengalokasian
dana APBD untuk bantuan sosial dapat melakukan verifikasi untuk
menelusuri fakta yang valid dan dapat dipercaya. Tindakan ini pun tidak
hanya diketahui pengawas eksternal seperti Ombudsman, namun jajaran
kepala desa hingga masyarakat pun mengetahui pelanggaran prosedur ini.

Hal ini menunjukan perlunya ada reformasi dan perubahan dalam
sistem pelayanan publik agar lebih transparan. Masyarakat memerlukan
adanya edukasi akan hak-hak mereka dalam menerima layanan publik,
sehingga mereka dapat lebih aktif dalam melaporkan tindak maladministrasi.

Dengan meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat, diharapkan

% Ilyas Isti, “Banyak Persoalan Pada Penyaluran Bansos dan BLT, ini Saran Ombudsman,”
ombudsman.go.id, 20 Mei 2020, tersedia pada https://www.ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--
banyak-persoalan-pada-penyaluran-bansos-dan-blt-ini-saran-ombudsman , diakses pada tanggal 21
Januari 2025
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dapat tercipta lingkungan birokrasi yang lebih baik, di mana pelayanan publik
berjalan dengan maksimal.

Kesalahan prosedur dalam mekanisme ini menimbulkan kerugian
negara yang harus dilakukan dengan pengembalian kerugian negara paling
lambat sepuluh hari kerja sejak diputuskannya hasil pengawasan tersebut.
Pihak-pihak yang diwajibkan untuk mengembalikan kerugian atas
pelanggaran ini adalah badan pemerintah atau pejabat pemerintah yang dalam
hal ini adalah Kementerian Sosial.

Akibatnya, efektivitas kebijakan publik pun menurun, dan partisipasi
masyarakat dalam program-program pembangunan juga mengalami
penurunan, Yyang pada akhirnya menghambat upaya peningkatan
kesejahteraan bersama. Hal ini menunjukkan bahwa dampak maladministrasi
tidak hanya bersifat material, namun juga psikologis dan sosial yang
seluruhnya mengarah kepada menurunnya kesejahteraan masyarakat.

Cara pencegahan dan mengatasi maladministrasi yaitu di hadirkannya
lembaga Ombusdman vyaitu lembaga yang mengawasi kewenangan
penyelenggaran pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh
penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang di selenggarakan
BUMN, BUMD maupun badan swasta yang dana nya berasal dari APBN dan
APBD. Serta menegakan kewenangan hukum dengan tegas jika melakukan
pelanggaran yang melanggar asas-asas umum pemerintahan keterlibatan
masyarakat juga perlu dalam mengatasi dan pencegahan praktik

maladministrasi tersebut.



Dalam pelaksanaa pemerintah, pengelolaan keuangan negara
memainkan peran yang sentral dalam memastikan bahwa tujuan
pembangunan dan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai dengan efektif.
Hukum Administrasi Negara telah menetapkan sejumlah prinsip-prinsip dasar
yang mendasari praktik tata kelola yang baik mencakup aspek-aspek seperti
transparansi, akuntabilitas, dan supremasi hukum. Prinsip-prinsip ini
berfungsi sebagai pedoman penting yang harus diikuti oleh para pejabat
publik dalam melaksanakan wewenang dan tanggung jawab mereka.

Meskipun demikian, dalam praktiknya, sering kali terjadi pelanggaran
terhadap prinsip-prinsip tersebut. Hal ini terjadi karena berbagai sebab,
seperti kurangnya pengawasan, budaya birokrasi yang tidak mendukung atau
bahkan penyalahgunaan kekuasaan. Akibatnya, pelanggaran ini dapat
mengarah pada terjadinya maladmistrasi, yang tidak hanya merugikan proses
pemerintahan itu sendiri tetapi juga berdampak negatif kepada kepercayaan
masyarakat terhadap institusi publik dan kualitas pelayanan yang mereka
terima.

Maladministrasi dapat muncul dalam berbagai bentuk, seperti
penyalahgunaan wewenang, pengelolaan keuangan yang tidak transparan,
atau pengabaian terhadap prosedur. Hal ini bukan saja merugikan keuangan
negara, namun menghambat pencapaian tujuan pembangunan dan
mengurangi kesejahteraan masyarakat. Maladministrasi dalam pengelolaan
keuangan negara ini merupakan bentuk penyimpangan yang melanggar

prinsip legalitas dan kepentingan umum. Prinsip legalitas ini mengharuskan



setiap tindakan administrasi pemerintahan harus berdasarkan hukum yang
berlaku, sementara kepentingan umum menggarisbawahi bahwa tujuan akhir
dari pengelolaan keuangan negara adalah kesejahteraan masyarakat. Hukum
Administrasi Negara, yang seharusnya berfungsi sebagai alat untuk mencegah
dan menindak perilaku maladministratif, sering kali tidak sepenuhnya mampu
mengatasi kompleksitas permasalahan ini.

Apabila pengelolaan dalam keuangan negara tidak dilaksanakan
dengan prinsip-prinsip good governence seperti transparansi, akuntabilitas,
dan supremasi hukum, masyarakat yang seharusnya mendapatkan manfaat
dari alokasi anggaran publik justru terjebak dalam ketidakadilan struktural.
Ketidakefektifan dalam pengelolalaan keuangan negara menciptakan sebuah
peluang yang memungkinkan berkembangnya praktik-praktik
maladministrasi yang semakin meluas. Hal ini mengakibatkan terganggunya
pencapaian dari tujuan kebijakan publik, yaitu peningkatan kesejahteraan
umum. Dampak ini tidak hanya memperburuk ketimpangan sosial, tetapi juga
mengurangi ketidakpercayaan masyarakat terhadap kerja pemerintah dan
pada akhirnya berdampak negatif kepada pembangunan nasional secara
keseluruhan.

Fungsi alokasi dalam pengelolaan keuangan negara berkaitan erat
dengan campur tangan pemerintah terhadap perekonomian untuk memastikan
alokasi sumber daya ekonomi agar lebih efisien. Sementara itu, fungsi
distribusi berfokus kepada pembagian dan pendistribusian barang dan jasa

yang diproduksi agar mencapai seluruh lapisan masyarakat. Kedua fungsi ini
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memiliki peran penting dalam mengatasi kemiskinan dan meningkatkan
kesejahteraan rakyat. Apabila fungsi-fungsi ini tidak dijalankan dengan baik,
maka upaya pemerintahan dalam pencapaian keadilan sosial dan ekonomi
akan terganggu, serta tujuan pembangunan yang lebih besar menjadi sulit
tercapai.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 mengenai Keuangan Negara
menjelaskan tentang Fungsi alokasi berarti bahwa anggaran negara harus
diarahkan untuk mengurangi tingkat pengangguran dan pemborosan sumber
daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Sementara
itu, fungsi distribusi mengindikasikan bahwa kebijakan anggaran negara
harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan. Adapun fungsi
stabilisasi menunjukkan bahwa anggaran pemerintah berperan sebagai alat
untuk memelihara dan berupaya mencapai keseimbangan fundamental dalam
ekonomi.™

Dalam perspektif hukum Administrasi Negara, semakin terlihat
urgensi pengelolaan keuangan yang harus berlandaskan pada prinsip-prinsip
good governance. Ketidaksesuaian dengan prinsip transparansi, akuntabilitas,
dan efisiensi bukan hanya mengikis kepercayaan publik terhadap pemerintah,
namun juga menghambat pencapaian tujuan utama pembangunan nasional.
Karena hal itu, penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis secara
mendalam dampak maladministrasi dalam pengelolaan keuangan negara yang

berdampak pada kesejahteraan masyarakat, serta menyusun rekomendasi

%Direktorat Jenderal Anggaran Direktorat Penyusunan APBN, Dasar-Dasar Praktek
Penyusunan APBN Di Indonesia, 2nd ed. (Jakarta: Kementrian Keuangan, 2014).him. 7
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yang berlandaskan Hukum Administrasi Negara guna menciptksksn
lingkungan pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab.

Dengan berfokus kepada analisis terhadap peran dan fungsi hukum
dalam pengelolaan keuangan negara, jelas bahwa maladministrasi merupakan
faktor utama yang menghambat tercapainya tujuan pembangunan yang
berkelanjutan. Dalam konteks Hukum Administrasi Negara, terdapat
pemahaman mengenai pengelolaaan keuangan negara yang efektif menjadi
sangar penting. Melalui penulisan ini, diharapkan dapat memberikan peran
yang dapat memperkuat dasar-dasar hukum dan administrasi keuangan, untuk
menciptakan pemerintahan yang transparan dan berfokus pada peningkatan

kesejahteraan masyarakat.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan yang akan dibahas
dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Apa Dampak Maladministrasi Keuangan Negara Terhadap
Kesejahteraan Masyarakat?

2. Bagaimana Upaya Hukum Administrasi Yang Dapat Dilakukan Untuk
Mengurangi Dampak Maladministrasi Keuangan Negara Terhadap
Kesejahteraan Masyarakat?

C. Tujuan Penelitian
Adapun berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan penelitian

penulisan skripsi ini adalah :
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1. Untuk mengetahui, menganalisis, dan menjelaskan Dampak
Maladministrasi  Keuangan Negara Terhadap Kesejahteraan
Masyarakat.;

2. Untuk mengetahui, menganalisis, dan menjelaskan Upaya Hukum
Administrasi Yang Dapat Dilakukan Untuk Mengurangi Dampak
Maladministrasi  Keuangan Negara Terhadap Kesejahteraan
Masyarakat.

D. Manfaat Penelitian
Penelitian dalam skripsi ini dapat memberikan manfaat:

1. Manfaat Teoritis

a. Bagi akademisi, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi studi-
studi akademi selanjutnya mengenai keuangan publik, administrasi
negara, dan tata kelola pemerintahan. Penelitian ini menambah
literatur akademik tentang bagaimana maladministrasi dalam
pengelolaan keuangan publik dan dapat menjadi referensi untuk
melakukan berbagai kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu
hukum.;

b. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan
kesadaran masyarakat tentang bahaya dan dampak negatif dari
maladministrasi ~ keuangan  negara terhadap  kesejahteraan
masyarakat. Masyarakat dapat lebih kritis dalam mengawasi
pengelolaan keuangan negara dan aktif menuntut transparansi dari

pemerintah.;
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c. Bagi penulis, penelitian ini memberikan kesempatan untuk
memperdalam pemahaman tentang konsep maladministrasi dan
dapat meningkatkan keterampilan analitis, kristis, dan argumentatif
dalam bidang Hukum Administrasi dan pengelolaan keuangan
negara.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah, penelitian ini dapat menghasilkan rekomendasi
kebijakan yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk memperbaiki
tata kelola keuangan negara dan merancang kebijakan yang lebih
efektif dalam mencegah maladministri.;

b. Bagi Masyarakat, sebagai acuan bagi masyarakat untuk terlibat
dalam pengawasan publik dalam pengelolaan keuangan negara dan
aktif dalam mengawasi Kinerja pemerintah.

E. Kerangka Teori

1. Teori Negara Kesejahteraan

Teori negara kesejahteraan, atau yang dikenal sebagai welfare
state, merupakan gagasan di mana pemerintah memikul tanggung jawab
utama untuk memastikan terpenuhinya kesejahteraan sosial dan ekonomi
seluruh warganya. Dalam konsep ini, peran negara sangat ditekankan,
terutama dalam melakukan intervensi untuk menyediakan berbagai
layanan publik seperti jaminan sosial, akses pendidikan, layanan
kesehatan, serta perlindungan bagi kelompok masyarakat yang rentan atau

kurang mampu. Negara kesejahteraan bertujuan untuk menciptakan
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keadilan sosial dan mengurangi ketimpangan ekonomi dengan memastikan

bahwa kebutuhan dasar setiap individu terpenuhi secara layak.

Menurut T.H. Marshall, teori negara kesejahteraan, atau welfare
state, adalah model pemerintahan yang menempatkan negara pada posisi
kunci dalam menjaga dan meningkatkan taraf hidup ekonomi serta sosial
seluruh rakyatnya. Negara kesejahteraan dilihat sebagai perpaduan antara
sistem demokrasi, upaya peningkatan kesejahteraan, dan ekonomi
kapitalis. Dalam pandangan ini, setiap warga negara memiliki tanggung
jawab bersama untuk saling mendukung kesejahteraan melalui peran aktif
negara. Marshall menekankan bahwa negara memiliki kewajiban untuk
meyakinkan bahwa terpenuhinya hak-hak sosial seluruh warga. Sistem
negara kesejahteraan dianggap sebagai bentuk kompensasi yang
diperlukan untuk mewujudkan stabilitas sosial seiring dengan mengurangi

dampak negatif yang bisa saja timbul dari sistem kapitalisme.

Konsep kesejahteraan di Indonesia terkait dengan pembangunan
kesejahteraan sosial, yang meliputi serangkaian kegiatan yang terencana
dan terorganisir untuk meningkatkan standar dan kualitas hidup
masyarakat. Dalam kerangka pembangunan nasional, pembangunan
kesejahteraan dapat diartikan sebagai keseluruhan kebijakan dan program
yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk mengatasi berbagai masalah
sosial dan memenuhi kebutuhan masyarakat dengan pendekatan yang
berfokus pada aspek sosial. Pembangunan sosial ini meliputi tidak hanya

pembangunan kesejahteraan, tetapi juga mencakup sektor pendidikan dan



15

sektor kesehatan. Dengan demikian, upaya untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat di Indonesia harus melibatkan kolaborasi antara
berbagai sektor, sehingga setiap individu dapat merasakan manfaat dari

program-program yang ada dan mencapai kualitas hidup yang lebih baik.™

Teori negara kesejahteraan, terutama gagasan T.H. Marshall yang
menekankan peran negara sebagai pelindung dan pemenuh hak-hak sosial
warganya, sangat relevan dalam menganalisis dampak maladministrasi
pengelolaan keuangan negara terhadap kesejahteraan masyarakat. Ketika
maladministrasi terjadi, yang ditandai dengan pengelolaan keuangan
negara yang buruk seperti korupsi, inefisiensi, atau penyalahgunaan
anggaran, negara gagal melaksanakan fungsinya sebagai penyedia layanan
publik dan jaminan sosial yang seharusnya menjadi hak setiap warga.
Maladministrasi dalam pengelolaan keuangan negara secara langsung
menghalangi terwujudnya cita-cita negara kesejahteraan. Dana yang
seharusnya dialokasikan untuk membiayai program-program kesejahteraan
seperti pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, dan pembangunan
infrastruktur justru disalahgunakan atau tidak digunakan secara efektif.
Akibatnya, masyarakat, terutama kelompok rentan dan miskin, kehilangan
akses terhadap layanan dasar yang layak, yang berdampak pada stagnasi

atau penurunan standar serta kualitas hidup mereka.

' Oman Sukmana, “Konsep dan Desain Negara Kesejahteraan (welfare state),
Jurnal Sospol, Vol. 2, No. 1 (2016), him 107
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Dalam perspektif teori Marshall, maladministrasi adalah bentuk
pengkhianatan negara terhadap kewajibannya untuk meningkatkan
kesejahteraan warganya. Tindakan ini juga bertentangan dengan prinsip
kesetaraan kesempatan dan distribusi kekayaan yang adil, yang merupakan
landasan utama negara kesejahteraan. Lebih jauh lagi, maladministrasi
menghancurkan kepercayaan publik terhadap pemerintah dan lembaga
negara, sehingga menghambat partisipasi aktif masyarakat dalam proses
pembangunan dan pengawasan. Oleh karena itu, penegakan prinsip tata
kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan pemberantasan
korupsi menjadi sangat penting dalam mewujudkan negara kesejahteraan
yang efektif, adil, dan berkelanjutan di Indonesia. Dengan kata lain,
pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel merupakan
syarat yang tidak dapat ditawar untuk mencapai kesejahteraan sosial yang
merata di seluruh lapisan masyarakat. Dengan adanya pengelolaan yang
baik, diharapkan dana publik dapat digunakan secara efektif dan efisien,
sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh semua orang dan berkontribusi

pada pembangunan yang berkelanjutan.

. Teori Keuangan Negara

Keuangan negara merupakan cabang dari ilmu ekonomi yang
berfokus pada cara pemerintah mengelola sumber daya keuangan untuk
mencapai kesejahteraan masyarakat. Melalui pengelolaan yang efektif dan
efisien, pemerintah dapat memastikan bahwa dana publik digunakan untuk

program-program yang mendukung pertumbuhan ekonomi, pengurangan
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kemiskinan, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat secara
keseluruhan. M. Ichwan mendefinisikan keuangan negara sebagai suatu
perencanaan kegiatan yang bersifat kuantitatif, yang dinyatakan dalam
satuan mata uang, dan dirancang untuk dilaksanakan dalam periode waktu
tertentu, umumnya satu tahun ke depan'®. Sistem perencanaan,
penganggaran, dan pengawasan Yyang terintegrasi adalah konsep
penyederhanaan strategis untuk mewujudkan keuangan negara sebagai
salah satu elemen penting dalam mencapai tujuan bernegara.*® Pemerintah
tidak dapat mengelola keuangan negara secara efektif tanpa adanya
dukungan sarana keuangan yang memadai.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 mengenai Keuangan
Negara, yang tercantum dalam Pasal 1 ayat 1, mendefinisikan Keuangan
Negara sebagai keseluruhan hak dan kewajiban negara yang memiliki nilai
moneter. Definisi ini mencakup tidak hanya aset berupa uang, tetapi juga
segala bentuk barang yang dapat dikonversi menjadi aset negara, yang
diperoleh atau dari pelaksanaan hak serta kewajiban negara dalam
menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan.

Dalam konteks ini, hukum administrasi negara memiliki peran
konstitusional melalui peraturan perbendaharaan dan pelaksanaan
administratif, yang memastikan bahwa pengelolaan keuangan negara harus

dilakukan dengan tertib, transparan, dan akuntabel, sesuai dengan prinsip-

?W. Riawan Tjandra, Hukum Keuangan Negara, PT. Grasindo, Jakarta, 2008,
him. 1-2

B Dian Puji Nugraha, “Determinasi Keuangan Negara Guna Mewujudkan
Keadilan Sosial (Social Equity) Bagi Seluruh Rakyat Indonesia,” Jurnal Hukum dan
Pembangunan, Vol. 51, No. 2 (2021), him. 474
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prinsip tata kelola yang baik (good governance). Wewenang yang diatur
dalam Pasal 23 C Bab VIII UUD 1945 menyatakan bahwa keuangan
negara harus diatur dalam Undang-Undang yang berkaitan dengan
pengelolaan hak dan kewajiban negara. Hal ini diimplementasikan melalui
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Selain
itu, terdapat latar belakang lain dalam penyelenggaraan pemerintahan yang
bertujuan untuk mencapai tujuan bernegara, yang mencakup hak dan
kewajiban negara yang dapat dinilai secara finansial. **

Reformasi di bidang keuangan telah dilakukan melalui serangkaian
Undang-Undang, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004
tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
Langkah-langkah ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi,
akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan negara, sehingga
dapat mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan kesejahteraan
masyarakat.™

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, khususnya dalam Pasal 1
ayat 1, tertulis bahwa Keuangan Negara mencakup seluruh hak dan

kewajiban dari negara yang tentunya dapat dinilai dalam bentuk uang,

1 Agung Rahman Baskara, “Mekanisme Pengembalian Kerugian Keuangan Negara
Menurut Undang-Undang Keuangan Negara,” (Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas
Sriwijaya, Palembang, 2022), him 14.

> Novia Tri Kurniasari, “Strategi Pencegahan Kecurangan (Fraud) Dalam Pengelolaan
Keuangan Pemerintah Menggunakan Analytical Hierarchy Process,” Jurnal Manajemen
Pembangunan Daerah, Vol. 10, No. 1 (2018), him. 25.
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serta segala sesuatu, baik berupa uang maupun barang, yang dapat menjadi
milik negara sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban
tersebut.’® Definisi ini menegaskan bahwa keuangan negara bukan hanya
berkaitan depan aspek keuangan, namun juga mencakup aset dan sumber
daya lain yang memiliki nilai ekonomi dan legal.

Untuk memahami pengertian tersebut, metode yang digunakan
untuk mendefinisikan keuangan negara ini adalah :

a. Dalam sudut pandang objek, keuangan negara mencakup seluruh
hak dan kewajiban negara dalam menjalankan fungsi pemerintahan
yang dapat diukur dengan nilai uang, seperti halnya kebijakan dan
pengelolaan kekayaan negara, pemberian atau pengueanfan subsidi
Bahan Bakar Minyak (BBM), serta segala hal dalam bentuk uang
atau barang yang dapat menjadi hak milik negara terkait
pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

b. Dalam sudut pandang subjek, keuangan negara mencakup seluruh
objek keuangan yang dimiliki oleh negara dan dikelola oleh
Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Perusahaan Negara atau
Daerah, serta badan lain yang terkait dengan keuangan negara yang
ada kaitannya dalam kas negara dan barang-barang yang dimiliki
olen Pemerintah Daerah. Keuangan negara mencakup seluruh
pengaturan objek mulai dari merancang sebuah kebijakan hingga

pengambilan keputusan dan pertanggungjawabannya.

18 Undang-Undang Tentang Keuangan Negara, UU Nomor 17 Tahun 2003, LN Tahun
2003 No. 47 TLN No. 4286, selanjutnya disebut UUKN, Pasal 1 ayat (1)
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c. Dari sudut pandang proses, keuangan negara merupakan segala
proses aktivitas yang berhubungan dalam pengelolaan objek
keuangan negara. Kegiatan ini meliputi tahapan-tahapan penting,
seperti perumusan kebijakan, penetapan regulasi, penyusunan
APBN/APBD, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban atas
penggunaan anggaran tersebut terhadap. Proses ini tidak hanya
sebatas pada implementasi kebijakan, tetapi juga mencakup
pengawasan dan evaluasi yang ketat untuk memastikan bahwa
pengelolaan keuangan negara dilakukan secara efektif, efisien, dan
sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan adanya mekanisme
ini, diharapkan tercipta transparansi dan akuntabilitas yang mampu
mencegah penyimpangan serta meningkatkan kepercayaan publik
terhadap pengelolaan keuangan negara.

d. Dari sudut perspektif tujuan, Keuangan Negara mencakup semua
kebijakan, aktivitas, dan hubungan hukum yang berhubungan
dengan kepemilikan dalam pengendalian aset keuangan negara
untuk melaksanakan fungsi pemerintahan. Selain itu, pengelolaan
keuangan negara juga bertujuan untuk memastikan transparansi dan
akuntabilitas dalam penggunaan sumber daya publik demi
mencapai kesejahteraan masyarakat.

Sejalan dengan menerapkan prinsip good governance, pengelolaan

keuangan negara dalam konteks tata kelola keuangan yang modern harus

diatur secara hukum melalui peraturan yang mengutamakan asas
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transparansi. Implementasi prinsip ini bertujuan untuk merealisasikan
penerapan asas good governance, sehingga pengaturan pengawasan dan
pemeriksaan keuangan negara harus mematuhi peraturan perundang-
undangan di Indonesia yang sejalan dengan prinsip efisiensi dan ekonomi,
efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Selain itu, perlu diperhatikan
pula aspek keadilan dan kepatutan dalam seluruh proses pengelolaan
keuangan negara.

Teori keuangan negara ini digunakan untuk menganalisis dan
menjadi acuan bagaimana maladministrasi dalam pengelolaan keuangan
negara mempengaruhi kesejahteraan masyarakat sekaligus dimaksudkan
untuk mengevaluasi dampaknya terhadap kehidupan dan kesejahteraan
masyarakat.

Prinsip penting dalam pengelolaan keuangan negara adalah bahwa
seluruh penerimaan yang menjadi hak negara atau daerah, serta
pengeluaran yang menjadi kewajiban, harus dicatat dan dimasukkan dalam
APBN/APBD untuk tahun anggaran yang relevan. Lebih lanjut, apabila
terdapat surplus anggaran, dana tersebut dapat dialokasikan untuk
membiayai pengeluaran di tahun anggaran berikutnya, dengan syarat
utama mendapatkan persetujuan dari DPRD sebagai bentuk akuntabilitas
publik. Selain itu, penggunaan surplus untuk tujuan spesifik seperti
pembentukan Dana Cadangan atau Penyertaan Modal pada
BUMN/BUMD memerlukan persetujuan dari DPR atau DPRD, tergantung

pada tingkat pemerintahan yang bersangkutan, guna memastikan
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pengelolaan keuangan negara yang transparan dan sesuai dengan

kepentingan publik.

. Teori Maladministrasi

Secara etimologis menurut Philipus M. Hadjon yang dikutip oleh
(Basuki, 2011) istilah maladministrtif berasal dari bahasa latin, yaitu mal
yang berarti jelek, jahat, dan administrare artinya melayani. Teori
maladministrasi telah mengalami  perkembangan seiring dengan
meningkatnya kebutuhan untuk memperkuat akuntabilitas dalam
pemerintahan. Salah satu tokoh vyang berperan signifikan dalam
pengembangan teori ini adalah Sadjijono, yang menekankan pentingnya
kepatuhan terhadap norma hukum dalam administrasi publik. Selain itu,
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik
Indonesia memberikan kerangka hukum yang rinci untuk menangani
maladministrasi, menjadikan Ombudsman adalah lembaga pengawas
eksternal yang bertugas menerima laporan dan melakukan investigasi
terhadap dugaan maladministrasi. Dengan demikian, peran Ombudsman
sangat penting dalam memastikan bahwa pelayanan publik berlangsung
secara transparan dan akuntabel, serta melindungi hak-hak masyarakat dari
tindakan penyalahgunaan oleh aparatur pemerintah.

Dalam ranah administrasi publik, maladministrasi mengacu pada
tindakan atau perilaku yang menyimpang dari ketentuan hukum serta
prinsip-prinsip etika yang seharusnya dijunjung tinggi dalam pemberian

layanan publik. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008, yang mengatur
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tentang Ombudsman Republik Indonesia, secara spesifik mendefinisikan
maladministrasi sebagai tindakan melawan hukum, penyalahgunaan
wewenang, atau kelalaian dalam menjalankan kewajiban hukum oleh
penyelenggara negara dan pemerintahan dalam pelayanan publik. Lebih
lanjut, maladministrasi merupakan indikasi adanya kelemahan dalam
sistem birokrasi, yang tercermin dari ketidakmampuan dalam memberikan
pelayanan yang efektif kepada masyarakat, kurangnya inisiatif dari
aparatur pemerintah, serta minimnya rasa tanggung jawab dalam
menjalankan tugas. Dari situasi ini membuka peluang terhadap
penyelenggara pemerintahan untuk melakukan tindakan maladministrasi
dalam pelayanan publik.

Manifestasi dari maladministrasi dapat berupa tindakan yang
melanggar peraturan perundang-undangan, praktik korupsi, tindakan
kriminal, perlakuan tidak manusiawi terhadap masyarakat, ketidakadilan
dalam pengambilan keputusan, serta inefisiensi dalam kinerja organisasi.
Selain itu, pengabaian terhadap kewajiban hukum dan prinsip kepatuhan
hukum juga merupakan bentuk maladministrasi, yang pada akhirnya
merugikan masyarakat sebagai penerima layanan publik.

Definisi maladministrasi dijabarkan secara spesifik dalam Pasal 1
angka 3 UU 37 Tahun 2008. Pasal tersebut menyatakan bahwa
maladministrasi mencakup tidak hanya perilaku atau tindakan, tetapi juga
keputusan dan peristiwa yang melanggar hukum, melebihi batas

kewenangan, atau menggunakan kewenangan untuk tujuan yang tidak
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diizinkan. Hal ini menunjukkan pentingnya kepatuhan terhadap hukum
dan etika dalam pelaksanaan administrasi publik, guna memastikan bahwa
semua tindakan pemerintah tetap berada dalam koridor yang sah dan
bertanggung jawab. Selain itu, maladministrasi juga mencakup kelalaian
atau pengabaian kewajiban hukum dalam pelaksanaan pelayanan publik
oleh Penyelenggara Negara dan pemerintah, serta individu yang terlibat
dalam pelayanan publik, yang menyebabkan kerugian materiil dan/atau
immateriil bagi masyarakat atau individu.

Teori ini menyoroti bagaimana penyimpangan dalam praktik
administratif dapat menimbulkan berbagai bentuk ketidakwajaran dalam
fungsi pemerintahan. Penyalahgunaan kekuasaan yang terjadi ketika
institusi pemerintah menggunakan wewenang mereka untuk kepentingan
pribadi atau kelompok tertentu, bukan untuk kepentingan pribadi.
Maladministrasi sering mengarah pada ketidakadilan, yang dimana
keputusan dan tindakan pemerintah tidak berdasarkan kepada prinsip
keadilan yang mengakibatkan perlakuan yang tidak adil kepada individu
atau kelompok tertentu. Maladministrasi juga bisa dilihat dari
ketidakefisienan dalam pengelolaan sumber daya publik. Ketika
administrasi tidak dijalankan secara efisien, yang akan dihasilkan hanya
pemborosan, ketimampuan, dan keterlambatan untuk memberikan layanan

publik yang sesuai dengan prinsip. Penjelasan ini menekankan bahwa
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maladministrasi dapat berwujud dalam berbagai bentuk dan memiliki
dampak luas terhadap masyarakat.'’

Teori administrasi negara merupakan disiplin ilmu yang mengkaji
metode pengelolaan dan pelaksanaan tugas pemerintahan serta
administrasi publik. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 membahas
mengenai  Administrasi Pemerintahan yang juga mengatur mengenai
prinsip-prinsip good governance. Teori ini mempelajari pada struktur,
proses, dan fungsi administrasi dalam konteks penyelenggaraan
pemerintahan dan layanan publik, dengan tujuan untuk memastikan
efektivitas, efisiensi, serta akuntabilitas dalam pengelolaan negara.
Administrasi negara lebih bertujuan untuk memahami interaksi antara
pemerintah dan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan
responsibilitas kebijakan negara dalam melaksanakan prinsip yang efektif
dan efisien.’® Partisipasi masyarakat dan pemerintah dalam administrasi
negara, sebagaimana dijelaskan oleh para ahli, sangat krusial dalam
mengatasi berbagai isu publik.

Birokrasi dalam sistem administrasi yang mengatur pelaksanaan
kebijakan publik mengacu kepada struktur pemerintahan yang digunakan
utnuk mengelola tugas-tugas administratif. Birokrasi yang ideal ditandai
dengan struktur yang jelas, pembagian tugas yang terperinci, serta

penerapan aturan dan prosedur yang formal. Dengan hal ini, birokrasi

' Emillia Dwi Setiawati, Prosedur Pengaduan Maladministrasi Oleh Masyarakat
Kepada Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau, (Batam: limu
Hukum, 2019), him, 21.

18 Asna Aneta, “Perkembangan Teori Administrasi Negara,” Jurnal INOVASI, Vol. 9, No.
1(2012), him, 6.
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diharap dalam melaksanakan fungsi-fungsi pemerintah dengan efisiensi
dan keadilan yang tinggi. Birokrasi yang demikian tidak hanya mendukung
kelancaran operasional pemerintahan, tetapi juga memastikan bahwa
pelayanan publik diberikan secara adil dan merata yang pada akhirnya
akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

IImu administrasi pada dasarnya bertujuan untuk mencapai hasil
yang diinginkan dengan cara paling efektif dan efisien, maka setiap proses
dalam administrasi harus dilaksanakan sedemikian rupa agar tujuan yang
telah ditetapkan dapat tercapai sesuai dengan perencanaan awal. Selain
itu, penting untuk memastikan bahwa setiap upaya yang dilakukan dalam
administrasi menghasilkan rasio yang baik diantara sumber daya yang
akan digunakan dengan hasil yang didapat. Pendekatan ini tidak hanya
meningkatan efisiensi namun juga memastikan bahwa sumber daya dapat
dimanfaatkan secara optimal, sehingga memberikan nilai maksimal bagi
pemerintah.*®

Teori administrasi negara sangat penting dalam memahami dan
mengelola fungsi pemerintah secara efektif. Seiring dengan berkem
bangnya perubahan sosial-ekonomi dan tantangan digiralisasi, teori ini
memberikan landasan untuk merancang dan menerapkan kebijakan serta
sistem administrasi yang mampu menghadapi dinamika baru. Teori ini
juga relevan dalam konteks reformasi pemerintahan, dimana efektivitas

birokrasi dan penerapan prinsip good governance menjadi prioritas.

¥ Ibid, him, 13
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Oleh karena itu, bidang studi Administrasi Negara berfokus pada
bagaimana individu dan kelompok mengorganisasi diri mereka secara
kolektif untuk mengatasi masalah publik melalui tugas dan tanggung
jawab masing-masing, guna mencapai tujuan bersama. Selain itu, studi ini
juga mengeksplorasi bagaimana kolaborasi antara masyarakat dan
pemerintah dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan dan pelayanan
publik.”’ Perkembangan teori administrasi negara menurut K Bailey
berpendapat, administrasi negara dimana hal menyangkut perkembangan
empat macam teori, meliputi :

a. Teori Deskriptif-Eksplanatif

b.  Teori Normatif

c.  Teori Asumtif

d.  Teori Instrumental

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang diguanakan penulis dalam penelitian ini
adalah deskriptif normatif. Penelitian hukum normatif, yang juga dikenal
sebagai penelitian hukum doktrinal, dijelaskan oleh Peter Mahmud
Marzuki sebagai suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-
prinsip hukum, dan doktrin-doktrin hukum yang bertujuan untuk
menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Proses ini penting untuk

menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai isu-isu hukum

% Ipid, him. 9
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yang relevan.?! Penelitian ini menggunakan pendekatan yang berfokus
kepada mengkaji peraturan perundang-undangan dan menganalisis
permasalahan maladministrasi yang terjadi yang kemudian mengevaluasi
dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat.

Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, ditemukan berbagai pendekatan. Untuk
menyusun penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan sebagai
berikut:

Yuridis Normatif yang menggabungkan pendekatan perundang-
undangan (statue approach) dan pendekatan konseptual. Pendekatan
perundang-undangan berfokus kepada analisis terhadap berbagai regulasi
dan aturan hukum yang berkaitan, sedangkan pendekatan konseptual
sendiri digunakan dalam hal memahami konsep-konsep hukum yang
mendasari peraturan tersebut. Gabungan antara kedua pendekatan tersebut
dilakukan dengan mengintepretasikan semua peraturan yang menyangkut

dengan isu hukum yang sedang dikaji.

. Sumber Bahan-Bahan Hukum

Data yang digunakan dalam penelitian ini, terdiri dari :
a. Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer yang relevan dalam permasalahan ini, meliputi:

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

21 peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta,:Kencana Prenada, 2010, hal. 35.
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2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara;
3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan;
4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara;
6) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik;
7) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (ASN);
8) Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Nomor 1 Tahun
2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara;
9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10) Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 4 Tahun
2013 tentang Pedoman Pengawasan Kinerja Pelayanan Publik.
b. Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini
terdiri dari:
1) Buku-buku yang berkaitan dengan Keuangan Negara;

2) Buku-buku yang berkaitan dengan Maladministrasi;
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3) Artikel dan Jurnal llmiah.
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum
Pada penelitian ini, teknik pengumpulan bahan hukum, baik
sekunder maupun primer, dilakukan dengan mengumpulkan peraturan dan
undang-undang yang relevan dengan isu yang akan dibahas. Proses
pengumpulan bahan hukum ini melibatkan pendalaman dan identifikasi
terhadap sumber-sumber hukum yang sesuai dengan masalah yang
diangkat. Tujuan dari langkah ini adalah untuk memperoleh data hukum
yang komprehensif dan mendalam, yang selanjutnya akan dianalisis guna
menjawab permasalahan hukum yang diangkat dalam penelitian. Dengan
pendekatan ini, diharapkan hasil penelitian dapat memberikan kontribusi
yang signifikan terhadap pemahaman isu hukum yang sedang diteliti
5. Teknik Penarikan Kesimpulan
Dalam penelitian ini, teknik penarikan kesimpulan dilakukan
melalui metode deduktif, dengan tujuan untuk merumuskan kesimpulan
berdasarkan analisis hukum yang dilakukan dan akan mendapatkan suattu

kesimpulan yang lebih khusus.
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